
Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia : Menuju Sistem Partai Sederhana (Studi
Kasus 1945-2014)
MOCH ANDRY W W M, Aminoto S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	HALAMAN JUDUL

	HALAMAN PENGESAHAN

	HALAMAN PERNYATAAN

	KATA PENGANTAR

	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	INTISARI
	Abstract
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	1. Tujuan Objektif
	2. Tujuan Subjektif

	D. Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teortis
	2. Manfaat Praktis

	E. Keaslian Penelitian

	BAB II TIJAUAN PUSTAKA
	A. Politik Hukum
	B. Sistem Pemerintahan Presidensial
	C. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Sistem Pemilihan Umum
	1) Cara Pencalonan
	2) Cara Pemberian Suara
	3) Penentuan Batas Daerah (Pendistrikan)
	4) Pembagian Distrik Pemilu (Electoral District)
	5) Formula Pemilihan (Electoral formula)

	D. Partai Politik
	1) Definisi Partai Politik
	2) Fungsi Partai Politik
	a. Sebagai Representasi90
	b. Rekrutmen dan Kaderisasi92
	c. Pendidikan Politik

	3) Sistem Kepartaian


	BAB III METODE PENELITIAN
	1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan
	2. Data dan Bahan Penelitian
	a. Bahan Hukum Primer
	b. Bahan Hukum Sekunder

	3. Jalannya Penelitian
	4. Analisis Data

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	1. Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Periode 1945-2014
	1) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Masa Kemerdekaan(Demokrasi Parlementer)
	2) Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik MasaDemokrasi Terpimpin
	3) Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Masa OrdeBaru
	4) Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik MasaReformasi
	(1) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Periode Pemilu1999
	(2) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Periode Pemilu2004
	(a) Politik Hukum Penyederhanaan Partai melalui Undang-Undang Partai Politik
	(b) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik melaluiUndang-Undang Pemilu

	(3) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Periode Pemilu2009
	(a) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik melaluiUndang-Undang Partai Politik
	(b) Penyederhanaan Partai Politik melalui Undang-UndangPemilu

	(3) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Periode Pemilu2014
	(a) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik melaluiUndang-Undang Partai Politik
	(b) Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik melaluiUndang-Undang Pemilu


	2. Model Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Ke depan
	1) Kerangka Peraturan yang Relevan dalam Pengaturan PartaiPolitik di Indonesia
	(a) Instrumen Internasional
	(b) Instrumen Nasional
	(c) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang WaktuPenyelenggaran Pemilihan Umum

	2) Hal-hal yang perlu diatur dalam pengaturan penyederhanaanpartai politik di Indonesia.
	a) Pendirian Partai Politik sebagai Organisasi
	b) Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Partai
	c) Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Serentak
	d) Perubahan Jumlah Kursi

	a. Model Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Jerman
	b) Model Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Australia
	c) Model Pengaturan Partai Politik di Indonesia


	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

